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KABUPATEN BANDUNG
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TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PENGGANTI DARI
DESA BOJONGMALAKA KECAMATAN BALEENDAH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013 DI KABUPATEN BANDUNG

Menimbang

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

a. bahwa sehubungan adanya pengunduran diri anggota PPS terpilih dari Desa

Bojongmalaka Kecamatan Baleendah, perlu dilakukan penetapan anggota PPS

pengganti untuk desa dimakud ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan
Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pengganti dari Desa Bojongmalaka
Kecamatan Baleendah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
Barat Tahun 2013 di Kabupaten Bandung.

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 725, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a$aa);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Ba);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20LL Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52ail;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);

Mengingat
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7.

5.

6.

2.

3.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57

Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Keja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun
2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05
Tahun 2008 tentang Tata Keja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota ;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman

Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Peraturan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat Nomor :

02lKpts/KPU-Prov-011/VII|2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun
20t3;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 16/Kpts/KPU-
Kab.011.32904712012 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013
di Kabupaten Bandung.

Surat Ketua PPK Kecamatan Baleendah Nomor 006/PPK-BEllxl2012 tanggal 5

September 2072 perihal Permohonan Pemberhentian anggota PPS dan
Pengangkatan Calon Anggota PPS (PAW)

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PENGGANTI DARI
DESA BOJONGMALAKA KECAMATAN BALEENDAH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BAMT TAHUN 2013 DI KABUPATEN BANDUNG

B.

Memperhatikan : 1.

Menetapkan
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KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Menetapkan anggota PPS pengganti di Desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah,
yaitu :

Sdr. Ajang Sarifudin menggantikan Sdr. Dendy Saefuloh

Kepada anggota PPS pengganti sebagaimana dimaksud diKum KESATU, dalam
menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya berpedoman kepada Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 16/Kpts/KPU-
Kab.011.32904712012

Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini,
bersumber pada Anggaran Hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Jawa Barat Tahun 2013.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal Ol Oktober 2012

KETUA,

jdih.kpu.go.id/jabar/bandung


